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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Mass Rapid Transit Di Kota Administras Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya
terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang digjukan tim appraisal independent, harga
pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta per meter, namun mereka meminta dengan
harga Rp 60 juta per meter Kendala utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan mass Rapid Transit
ini yaitu sering kali tidak berhasilnya menggunakan pembebasan atau pel epasan hak yang disertai dengan
penentuan ganti rugi yang sesuai atau disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pihak yang
membutuhkan tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode ekspal natoris, dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin mengenal dasar penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah
untuk pembangunan Mass Rapid Transit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017 ini
hakim mendasarkan putusan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk kepentingan umum, apabila terdapat keberatan dari masyarakat diajukan paling lama
14 empat belas hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, hal tersebut tidak tepat
dikarenakan Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT ini telah dimulai sebelum adanya Undang-
Undang Pengadaan Tanah tersebut, ketentuan yang harusnya dipergunakan adal ah dipergunakan adalah
ketentuan Perarturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
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<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the determination of compensation in land procurement for building the Mass Rapid
Transit in South Jakarta Administration City. landowners asked for a price above what is proposed by the
independent appraisal team for the land procurement. The market price is based on the Tax Object Selling
VauewhichisIDR 30 million per metre, but they asked for IDR 60 million per metre. The main obstacle in
land procurement for building the Mass Rapid Transit isafailure in the disposal of rights with determination
of compensation which is suitable or agreed by the holders of land rights and the party who needsland. The
method used in this research is an explanatory method which isintended to provide the data as accurate as
possible. In Supreme Court Decision No. 2544 K Pdt 2017, the judge bases the verdict with Law No. 2 Year
2012 concerning Land Procurement for the development for public interest. When there is an objection from
people, it is submitted no later than 14 fourteen days after the result of deliberation for determining
compensation. It is not proper since the land procurement process for development of MRT has been started
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before the entry into force of the Law of Land Procurement. The used provision should be Presidential
Regulation No. 36 Y ear 2005 concerning land procurement for the implementation of development for
public interest.



